BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Sistem peradilan pidana akan berjalan dengan baik jika sub sistem di
dalamnya, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum berjalan dengan optimal. Salah
satu lembaga ini adalah kejaksaan, yang memiliki banyak fungsi, namun fungsinya
yang utama adalah fungsi penuntutan atau yang dalam sistem penuntutan tunggal
sebagai dominus litis. Ketentuan mengenai penuntutan diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya mengatur tentang

kemandirian kejaksaan sebagai penuntut umum.

Salah satu hal terpenting dalam penuntutan adalah berkaitan dengan rencana
tuntutan. Dalam perumusan tuntutan perlu untuk diajukan rencana tuntutan terlebih
dahulu. Dasar pemikiran rencana tuntutan ini adalah dalam rangka pengendalian
perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara
yang jenis tindak pidananya sama. Namun, selama ini ternyata belum terdapat
keseragaman/ kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan
oleh JPU terhadap perkara-perkara yang sama dan dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa permasalahan mengenai kemandirian JPU yang dapat Kita lihat
pada kasus penangkapan Aspisdus Kejati Jawa Tengah karena menjadi terdakwa

dalam kasus jual beli rencana tuntutan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, Penulis berpendapat
bahwa dengan ketentuan di dalam UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa
kewenangan dari Kejaksaan harus dilaksakanan secara merdeka, dengan adanya
kebijakan rencana tuntutan ini kurang mencerminkan kemandirian di dalam
Lembaga Kejaksaan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya
intervensi lembaga eksekutif dan budaya militer yang melekat kuat di tubuh

kejaksaan.



Berkaitan dengan profesi hukum yang memerlukan kemandirian sebagai

prinsip dalam kode etik, JPU belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai

profesi hukum. Hal ini dikarenakan kurang mandirinya JPU pada proses

penuntutan. Sedangkan seperti yang telah dijabarkan di atas, kemandirian menjadi

hal yang harus ada dalam setiap profesi hukum. Berbeda dengan hakim yang dapat

memberikan putusan berdasarkan keyakinannya sendiri, pada skema kebijakan

rencana tuntutan ini, JPU tidak memiliki kemandirian dalam pembuatan tuntan

pidana karena diwajibkan melapor kepada jaksa di atasnya berdasarkan pedoman

yang telah dibuat oleh Kejaksaan.

5.2 Saran

1.

Meningkatkan kualitas dan integritas moral dari jaksa dan pegawai di
Lembaga Kejaksaan dengan perbaikan sistem perekrutan dan pendidikan
calon jaksa.

Agar memberikan kewenangan yang lebih mandiri bagi JPU dalam proses
penuntutan dengan meniadakan kebijakan rencana tuntutan. Hal ini tidak
serta merta dihapuskan, dimana tetap diadakan pengawasan bagi JPU yang
menangani perkara.

Melakukan pengawasan dan pengontrolan yang ketat dan diberikan sanksi
yang berat kepada JPU yang melanggar/ melakukan penyimpangan-
penyimpangan. Pengontrolan yang dilakukan bisa dengan bentuk Eksaminasi
dalam putusan hakim.

Untuk menimalisir timbulnya rekayasa dan jual beli rencana tuntutan, perlu
ditingkatkan kesejahteraan yang lebih layak bagi para pegawai Kejaksaan,

baik jaksa maupun pegawai biasa.
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